
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara  hukum, setiap tindakan harus selaras dengan norma hukum 

yang berlaku.1 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjadi prioritas utama dalam 

sistem hukum pidana Indonesia, mengingat dampaknya  yang luas terhadap keuangan negara, 

perekonomian negara, kepercayaan masyarakat, dan stabilitas  pemerintahan. 

Penerapan KUHP Nasional menanda|i upaya kod|if|ikas|i total aturan p|idana, termasuk 

sanks|i dalam Undang-Undang Pemberantasan T|indak P|idana yang harus d|isesua|ikan dengan 

Buku |I KUHP Nas|ional, sebaga|imana d|iatur dalam BAB XXXV|I Ketentuan Peral|ihan Pasal 

613 ayat (1) KUHP Nas|ional. Langka |in|i bertujuan mencegah terjad|i d|ispratas p|idana |in 

abstracto antara KUHP dengan berbaga|i ketentuan p|idana yang terdapat dalma undang-undang 

d|i luar KUHP.2 Pengesahan KUHP Nas|ional mem|icu perdebatan mengena|i arah keb|ijakan 

Pemer|intah dan Dewan Perwak|ilan Rakyat (DPR) dalam menangan|i korups|i. Mesk|ipun 

Pres|iden Joko W|idodo menyatakan korups|i sebaga|i penyebab utama hambatan pembangunan 

|Indones|ia pada har|i Ant|ikorups|i Sedun|ia 2022, responsnya melalu|i rat|if|ikas|i KUHP Nas|ional 

justru mengusulkan pengurangan sanks|i bag|i pelaku korups|i.3 Hal |in|i menc|iptakan ketegangan 

normat|if yang b|isa men|imbulkan ket|idakpast|ian hukum j|ika t|idak d|i|imbang|i dengan 

|interpretas|i  yang tepat dan terukur. 

 

Korups|i merupakan kejahatan yang un|ik yang mengancam secara global.4 |ia ser|ing 

d|isebut sebaga|i bentuk pen|ipuan pal|ing umum yang merug|ikan.5 Dampaknya t|idak hanya 

merusak stab|il|itas f|iskal dan moneter, teap|i juga mencapa|i t|ingkat pemer|intah daerah. Data 

menunjukkan bahwa kerug|ian negara ak|ibat korups|i men|ingkat drast|is dar|i 2015 h|ingga 2020, 
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sementara jumlah kasus korups|i dan  tersangka yang d|itangan|i  penegak hukum menurun.6 

Fenomena |in|i menunjukkan bahwa korups|i telah membudaya d|i |indones|ia, seh|ingga sul|it 

d|iberantas.7 Berdasarkan stat|ist|ik dar|i KPK, ber|ikut adalah data pen|indakan t|indak p|idana 

korups|i dalam berbaga|i tahap proses perad|ilan p|idana d|i |Indones|ia.8 

 

Table 1 

Tabel Pen|indakan T|indak P|idana Korups|i  

Tahapan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Penyel|id|ikan 164 142 111 119 113 127 73 31 880 

Peny|id|ikan 199 145 91 108 120 161 154 43 1021 

Penuntutan 151 153 75 88 133 129 90 46 865 

|Inkracht 109 142 92 87 141 113 91 31 806 

Ekesekus|i 113 136 108 89 101 124 108 35 814 

Sumber: Kom|is|i Pemberantasan Korups|i Republ|ik |Indones|ia (KPK R|I) 

 

Data tersebut mengungkapkan s|ituas|i mempr|ihat|inkan terka|it kasus korups|i d|i |Indones|ia 

sejak  2018. KPK perlu fokus t|idak hanya pada pen|indakan, tetap|i juga pencegahan dar|i t|ingkat 

dasar untuk mel|indung|i keuangan negara. Korups|i harus d|icegah dem|i menekan dampak buruk 

d|iantaranya dampak pada s|istem pol|it|ik dan hukum, ekonom|i, l|ingkungan, kesehatan, 

Pend|id|ikan, kead|ilan, serta psk|ilog|is masyarakat dapat d|im|in|imalkan.9 

Berband|ing terbal|ik dengan Negara Denmark. Denmark merupakan negara yang berada 

d|i t|ingkat pertama pal|ing bebas korups|i berdasarkan Lembaga surve|i Transparancy 

|Internat|ional.10Keberhas|ilan Negara Denmark dalam memberantas korups|i d|itunjukkan dalam 

s|istem hukum yang kuar serta menanamkan budaya ant|i korups|i yang memungk|inkan 

masyarakat untuk akt|if terl|ibat dalam pencegahan korups|i. Pengaturan korups|i d|i Denmark 

terdapat dalam Dan|ish Cr|im|inal Code atau KUHP-nya Denmark. Sedangkan d|i negara Ch|ina, 
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Regulas|i tentang Korups|i menerapkan hukuman mat|i untuk pelaku t|indak p|idana korups|i yang 

termuat dalam KUHP Ch|ina bahwasannya korups|i yang mencapa|i jumlah tertentu akan d|ijatuh|i 

p|idana mat|i sebega|i bentuk efek jera bag|i para pelaku. Dengan esekus|i melalu|i penembakan 

atau sunt|ikan. Sela|in |itu, Ch|ina juga menerapkan masa percobaan 2 (dua) untuk terp|idana mat|i 

sebelum d|ilaksanakannya eksekus|i. Selama masa tersebut, j|ika per|ilaku ba|ik d|itunjukkan, 

hukuman b|isa d|ir|ingankan menjad|i penjara seumur h|idup atau maks|imal 20 (dua puluh) tahun. 

Sesua|i BAB 5 (hukuman mat|i), pasal 48, pasal 50 dan pasal 51 hukum p|idana Republ|ik Rakyat 

T|iongkok.11 

Dalam Undang-Undang Negara Republ|ik |Indones|ia Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-

Undang Republ|ik |Indones|ia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan P|idana Korups|i atau 

b|iasa d|isebut UU T|ip|ikor mengatur beberapa kr|iter|ia yang termasuk dalam frasa “keadaan 

tertentu” d|iantaranya d|ilakukan terhadap dana-dana yang d|iperuntukkan bag|i penanggulangan 

keadaan bahaya, bencana alam nas|ional, penanggulangan ak|ibat kerusuhan sos|ial yang meluas, 

penanggulangan kr|is|is ekonom|i dan moneter, dan pengulangan t|indak p|idana korups|i. 12 

Pres|iden menyatakan keadaan bahaya.13 Dalam tr|iwulan belakangan kerap terjad|i ancaman 

perang d|i kancah |internas|ional yang mengharuskan |Indones|ia tetap waspada menjaga 

pertahanan dan keamanan w|ilayah |Indones|ia. D|iantaranya perang antara |Iran dan Amer|ika 

Ser|ikat serta |Israel yang mem|icu dukungan dar|i beberapa negara sahabatnya sepert|i Pranc|is, 

|Inggr|is, h|ingga Jerman. 14 D|ila|in s|is|i juga, peng|implementas|ian pasal tersebut juga b|isa d|ipaka|i 

saat penanggulangan t|indak p|idana korups|i yang berpotens|i menghalang|i perad|ilan. 

Dewasa |in|i, ada banyak penel|it|ian sebelumnya yang telah membahas p|idana mat|i ba|ik dar|i 

perspekt|if hak asas|i manus|ia (HAM), toer|i pem|idanaan maupun keb|ijakan kr|im|inal. D|i s|is|i 

la|in, kaj|ian mengena|i t|indak p|idana korups|i umumnya men|it|ikberatkan pada aspek pemberatan 

p|idana, efekt|iv|itas pengekan hukum, serta karakter|ist|ik korups|i sebaga|i kejahatan luar b|iasa 

(extraord|inary cr|ime). Namun, kaj|ian yang secara khusus menga|itkan konsep p|idana mat|i 

bersyarat dalam KUHP Nas|ional dengan keb|ijakan pem|idanaan t|indak p|idana korups|i mas|ih 

realt|if terbatas. Juga dalam hal s|inkron|isas|i pem|idanaan antara KUHP Nas|ional dengan UU 

Pemebrantasan T|indak P|idana Korups|i.  
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Berdasarkan latar belakang tersebut, tul|isan  |in|i bertujuan untuk menaganal|is|is konsep 

p|idana mat|i bersyarat dalam KUHP Nas|ional serta |impl|ikas|inya terhadap T|indak P|idana 

Korups|i d|i |Indones|ia. Anal|is|is |in|i mem|il|ik|i s|ign|if|ikas|i fundamental dalam membangun 

parad|igma yang komprehens|if dan s|istemat|is mengena|i kedudukan p|idana mat|i dalam s|istem 

hukum p|idana nas|ional setelah berlakunya K|itab Undang- Undang Hukum P|idana (KUHP) 

Nas|ional sejak 2 Januar|i 2026. Sela|in |itu, anal|is|is |in|i memast|ikan bahwa penerapan sanks|i p|idana 

terhadap t|indak p|idana korups|i tetap berada dalam kor|idor pr|ins|ip-pr|ins|ip kepast|ian hukum, 

kead|ilan substant|if, kamanfaatan sos|ial dalam masyarakat, serta s|inkron dengan arah dan tujuan 

pem|idanaan sebaga|imana d|ikonstruks|ikan dalam keb|ijakan hukum p|idana nas|ional. 

Keberlakuan KUHP Nas|ional menegaskan pos|is|inya sebaga|i system|ic framework yang 

meng|ikat dan menjad|i rujukan utama bag|i Undang-Undang P|idana la|innya. Namun, dalam 

prakt|iknya berpotens|i men|imbulkan berbaga|i cela dan d|isharmon|isas|i norma yang 

men|imbulkan ket|idakpast|ian hukum, khususnya terka|it pengaturan yang penerapan p|idana mat|i 

dalam T|indak P|idana Korups|i sebaga|imana d|iatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 

1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Ket|idakjelasan tersebut t|idak hanya berpotens|i men|imbulkan 

spekulas|i dalam perbedaan penafs|iran d|i t|ingkat penegakan hukum, tetap|i juga dapat 

menghambat efekt|iv|itas pemberantasan T|indak P|idana Korups|i sebaga|i extraord|inary cr|ime. 

Oleh karena |itu,tul|isan |in|i berfokus pada pengkaj|ian s|inkron|isas|i antar norma, dan |ident|if|ikas|i 

kelemahan pengaturan, serta perumusan rekomendas|i harmon|isas|i antar lex guna mewujudkan 

kepast|ian hukum  yang berkead|ilan dan selaras dengan tujuan pem|idanaan nas|ional. 

 

B. Rumusan Masalah 

Ada 3 hal yang menjad|i rumusan masalah dalam penel|it|ian |in|i, yakn|i: 

1. Baga|imana s|inkron|isas|i ketentuan p|idana mat|i bersyarat dalam Undang-Undang No. 

1 Tahun 2023 tentang KUHP Nas|ional dengan Undang-Undang T|indak P|idana 

Korups|i? 

2. Baga|imana mekan|isme normat|if ketentuan p|idana mat|i bersyarat dalam Undang-

Undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP Nas|ional? 

3. Apa rekomendas|i yang dapat d|ipert|imbangkan ketentuan p|idana mat|i bersyarat 

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nas|ional d|il|ihat dar|i s|is|i 

teleolog|is? 

 


